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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis, pengujian hipotesis dan pembahasan yang 

telah dilakukan yaitu mengenai pengaruh penerapan anggaran berbasis 

kinerja terhadap akuntabilitas kinerja Pada Badan Keuangan Daerah Kota 

Kupang dapat disimpulkan bahwa:  

1. Perencanaan Anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

 Akuntabilitas Kinerja pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Kupang. 

 Hal ini diketahui dari nilai signifikansi 0,00<0,05 atau thitung 10,709> ttabel 

1,679. Hal ini menunjukan bahwa perencanaan anggaran dapat 

membangun  akuntabilitas kinerja yang baik.  

2. Pelaksanaan Anggaran berpengaruh secara positif dan tidak signifikan 

 terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota 

 Kupang. Hal ini diketahui dari nilai signifikan 0,470>0,05 atau thitung 

0,729< ttabel 1,679. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan anggaran 

belum mampu  mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik.  

3. Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran berpengaruh secara negatif dan 

tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Kantor Badan 

Keuangan Daerah Kota Kupang. Hal ini diketahui dari nilai signifikansi 

pelaporan/Pertanggungjawaban anggaran adalah 0,802>0,05 atau thitung -

0,252<ttabel 1,679. Hal ini membuktikan bahwa pelaporan/ 

pertanggungjawaban anggaran belum bisa untuk memwujudkan 

akuntabilitas kinerja yang baik. 
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4. Evaluasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas 

Kinerja pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Kupang. Hal ini 

diketahui dari nilai signifikan 0,000>0,05 atau thitung 0,729< ttabel 1,679. Hal 

ini membuktikan bahwa evaluasi kinerja  mampu mewujudkan 

akuntabilitas kinerja yang baik.  

5. Berdasarkan uji F, diketahui bahwa niali fhitung sebesar 95,056 dengan nilai 

signifikan sebesar 0,000 < 0,05, maka secara bersama-sama akuntabilitas 

kinerja dipengaruhi oleh variabel-variabel tersebut yakni perencanaan 

anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran 

dan evaluasi kinerja. 

6. Hasil koefisien determinasi (R2) adalah 0,885 yang berarti 88,5% 

merupakan variasi variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja (Y) dapat 

dijelaskan atau merupakan kontribusi dari keempat variabel independen 

yaitu perencanaan anggaran (X1), Pelaksanaan anggaran (X2), 

pelaporan/Pertanggungjawaban anggaran (X3) dan evaluasi kinerja  (X4). 

Sedangkan sisanya 11,5% dijelaskan oleh variabel lain yang terdapat 

diluar model ini.  

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, adapun saran yang diajukan 

sebagai berikut: 

1. Dalam hal Perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja perlu adanya 

monitoring dari pemerintah pusat agar anggaran yang diberikan untuk 

pemerintah sepenuhnya digunakan untuk keperluan program/kegiatan yang 
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telah disusun untuk menciptakan pemerintah yang baik dengan ditandai 

tercapaianya visi misi organisasi melalui penggelolaan keuangan 

pemerintah yang baik. 

2. Untuk Pelaksanaan anggaran agar pengelolaan dan efisiensi dapat 

ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya, agar kegiatan atau program 

yang sudah dianggarakan dapat terealisasi sesuai anggaran yang sudah 

dianggarkan, dan pelaksanaanya sesuai dengan rencana agar terlaksana 

100% atau sesuai target. Sehingga terciptanya akuntabilitas kinerja pada 

BKD Kota Kupang.  

3. Dalam membuat pelaporan/pertanggungjawaban anggaran sebaiknya lebih 

mengutamakan membuat program atau kegiatan yang telah dilaksankan 

sesuai dengan visi misi BKD Kota kupang agar  masyarakat  memperoleh 

manfaat dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat dan 

pelaporan/pertanggungjawaban anggaran yang sudah dibuat bisa 

diterapkan dengan baik pada tahun yang akan datang, sehingga terciptanya 

akuntabilitas kinerja yang dicapai. 

4. Dalam pencapaian akuntabilitas kinerja pada BKD Kota Kupang yang 

baik, Pemerintah dapat memaksimalkan pencapaian kinerja  dengan tetap 

mengusahakan pencapaian kinerja 100% sesuai dengan visi dan misi BKD 

Kota Kupang. 

5.  Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, 

dianjurkan meneliti pada subjek yang lain, dengan variabel-variabel lain 
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yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dan bisa mengambil 

sampel yang lebih luas. 

6.  Peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas Daerah penelitian dan   

 memperbanyak jumlah responden.  
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